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Studi Kasus D.T. I Sulawesi Utara

Oleh Iwan Kustiwan

Setidaknya ada dua hal penling yang menjadi latar belakang perlunya suatu upaya penalaaan ruang yang dewasa inf semakin
mendapal perhatian, yaitu kepesalan perkembangan berbagai sektor pembangunan yang harus diakomodasikan dalam ruang
serta terjadinya konflik pemanfaatan ruang antar kepentingan. Dalam konteks ini maka adanya suatu rencana tata ruang pada
berbagai tinghkat wilayah merupakan hal yang sangat penting bagi terwujudnya pemanfaatan ruang yang terpadu, berdaya -
guna dan berhasil-guna, tertib, serasi, seimbang, festari dan berkelanjutan. Dalam pelita V ini pada wilayah propinsi mulai
disusun Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi (RSTRF) yang bertujuan untuk mewujudkan pemanfaatan ruang propinsi yang
serasf dan optimal sesuai dengan kebuluhan dan daya dukung lingkungan serta sesuai dengan kebijakan pembangunan
nasional dan daerah. Tulisan inf mencoba mengulas secara singkat fentang penyusunan ASTRAP berdasarkan pengalaman di
Sulawesi Utara dalam menerapkan pedoman penyusunan RSTRP DT | yang dikeluarkan cleh Tim Koordinasi Pengelolaan
Tata Ruang Nasional. Ada dua aspek penting yang menjadi serotan ! substansi serta mekanisme alau proses penyusunannya.

Pendanuluan

P chutuban suatu penataan ruang pada berbagai
tingkal wilayah yang dewasa ini semakin
o Buclirasakan pada dasarnya lidak dapat dilepaskan
dari perkembangan pesat berbagai sekior pembangunan
yang harus diakomodasikan dalam ruang. Berbagai
konflik pemanfaatan ruang yang terjadi seringkali
dijadikan indikasi semakin perlunya penataan ruang
schagai suatu upaya terpadu yang meliputi perencanaan,
pelaksanuan rencana dan pengendalian pelaksanaan tata
ruang. Dalam konteks ini tentu saja penataan ruang yang
dimaksud diltkukan sccara’ dinamis dalam memenuhi
kebuluhan penggunaan ruang yang meningkal terus dari
waktu ke waktu dengan cara oplimum, berdaya guna,
scrasi dan berkelanjutan.

Puncak perhatian terhadap urgensi penataan ruang secara
nasional diwujudkan dengan adanya Rancangan Undang
Undang Pcnataan Ruang, yang diharapkan menjadi
landasan lertinggi bagi wpaya penataan ruang pada
berbagai tingkat wilayah. Dalam RUU ini dikemukakan

bahwa penataan ruang berazaskan pemanfaatan ruang
bagi semua kepentingan secara terpadu, berdayaguna dan
berhasilguna, tertib, scrasi, seimbang, lestari dan
berkelanjutan.

Sesuai dengan RUU Penataan Ruang, secara hirarkis
rencana lala ruang dibedakan menurut wilayah: nasional,
dacrah tingkat I, dan daerah tingkat iI, dengan ruang
lingkup semakin rinci. Di sini tampak jelas bahwa di
dalam penataan ruang, wilayah perencanaan sangat terikat
dengan wilayah administrasinya. Di dalam Repelita V
diisyaratkan periunya segera disusun berbagainya tata
ruang, mulai dari Strategi Nasional Pola Pengembangan
Tata Ruang (SNPPTR), Rencana Strukiur Tata Ruang
Propinsi (RSTRP} DT I sampai dengan Rencana Umum
Tata Ruang (RUTR) DT I Kabupaten/Kotamadya.

Dalam konteks penafaan ruang, penyusunan Rencana
Struktur Tata Ruang Propinsi (RSTRP) DT 1 merupakan
kegiatan awal dalam penataan ruang untuk menghasilkan
suatu rencana iata ruang pada wilayah propinsi sebagai
landasan bagi pengendalian tata ruang wilayah propinsi.

lwan Kustiwan, adalah stat pengajar dan anggota Keiompok Bidang Keahlian {KBK) Perkotaan pada Jurusan Teknik Planologi
FTSP-ITB. Di samping membantu mengajar Proses Perencanaan dan Perencanaan Kota, ia aktif terlibat dalam berbagai penelitian
dan studi perencanaan tata ruang di Lémbaga Penelitian Perencanaan Wilayah Kota. Sejak dua tahun terakhir ini ia aktif tertibat
dalam penyusunan rencana tata ruang, antara lain RSTRP DT | Sutawesi Utara.
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Tujuan penyusunan RSTRP DT T adatah untuk
mewvujudkan rencana pemanfaatan ruang propinsi DT T
yang serasi dan optimal sesvai dengan kebutuhan dan
kemampuan daya dukung lingkungan ser(a sesuai dengan
kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Untuk
penyusupan RSTRP DT I, saal ini telah ada suatu
pedoman yang dikeluarkan oleh Tim Koordinasi
Pengelolaan Tata Ruang Nasional, yang memberikan
arahan mengenai ruang lingkup, proses serta produk
RSTRP DT I. Pedoman tersebut dilengkapi pula dengan
petunjuk mengenai pengelolaan dan mckanisme
penyusunannya.

Tulisan ini dimaksudkan sebagai ulasan singkat lerhadap
substansi dan mckanisme penyusunan RSTRP DT ],
berdasarkan pengalaman penyusunan RSTRP DT I
Sulawesi Utara, yang pada dasarnya mengacu pada
pedoman yang ada. Pedoman tersebut tentu saja di datam
penerapannya discsuaikan dengan kondisi wilayah

perencanaan sccara kontckstual, Schagai suatu produk .

rencang, RETRP DI Sulawesi Utara sendiri saat ini telah
ditetapkan menjadi peraturan dacrah propinsi Sulawesi
Utara (Perda No. 3 Tahun 1991), berarti RSTRP pertama
yang telah ditctapkan sebagai perda. Dari pengalaman
uji-coba penerapan Pedoman Penyusunan RSTRP di
Sulawesi Ulara, setidaknya ada dua aspek penting yang
menarik viiuk meniadi bahan kajian : substansi RSTRP
itu sendiri serta mekanisme alau proses penyusunannya,
meskipun fentu saja tulisan ini sama sckali lidak
berprelensi untuk mengulas seluruhnya secara lengkap
dan rinci.

Ruang Lingkup-Substansi RSTRP

Sesuai dengan tujuan penyusunannya, RSTRP pada

dasarnya akan mecrupakan spatial framework bagi

pembangunan dacrah propinsi sebagai bagian integral dari

kerangka pembangunan nasional. Dalam konlcks ini

RSTRP (diharapkan) akan berfungsi §cb;tgai :

1. Matra ruang dari Pola Dasar Pembangunan dan
Repelita Propinsi;

2. Kebijakan pokok pemanfaatan ruang;

3. Perwujudan keterkaitan dan kescimbangan perkem-
bangan antar wilayah;

4. Arahan invesiasi;

5. Acuan untuk penyusunan Rencana Umum Tata Ruang
DT dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan.

Sedangkan sasaran produk RSTRP akan meliputi:

1. Pemantapan kawasan lindung;

2. Arahan pengembangan kawasan budidaya;

3. Pola pengembangan sislemn pusat-pusat permukiman;
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4. Pola pengembangan prasarana wilayah;
5. Arahan pengembangan wilayah prioritas;
6. Kcbhijakan penunjang penataan ruang,

Produk rencana ini, unluk implementasinya dilengkapi
dengan arahan mengenai mekanisme pengelolaan tata
ruang serta indikasi program pembangunan jangka
menengah. Terlepas dari apakah rencana tersebut
dimaksudkan sebagai suatu rencana pengembangan
wilayah yang bersifat komprehensif, secara keseluruhan
produk yang diharapkan akan mencakup dimensi spasial,
icmporal, seria implemceniasi.

Melihat tujuan dan sasaran penyusunan RSTRP seperti di
atas, tampak jelas bahwa RSTRP merupakan suatu
rencana spasial yang terkait dengan pengembangan
wilayah propinsi. Karena ilu di dalam penyusunannya
berbagai konsep pengembangan spasial seperti growth
pole dan integrasi fungsional-spasial masih cukup relevan
untuk dijadikan landasan. Sementara itu, updya untuk

‘mengintegrasikan kepentingan pengelolaan lingkungan

dengan pengembangan wilayah secara utuh, tampak di
dalam upaya penetapan (pemantapan) kawasan lindung
dan kawasan budidaya scbagai materi stama RSTRP.

Didasarkan pada pengalaman di Sulawesi Utara, ada
beberapa hai penting dalam proses penyusunan RSTRP,
baik dalam analisis, maupun perumusan konsepsi dan
rencana strukiur fata ruangnya, yang ternyata
mempengarvhi produk akhir yang optimal dapat dicapai.
Dalam kaitan ini yang akan menjadi sorotan terutama
adalah aspek kebuluhan data/intformasi dasar, keberadaan
rencana-rencana lata ruang scktoral di dacrah, ruang
Hngkup analisis, perumusan konsepst dan rencana struktur
fata ruang.

Kebutuhan Data/Informasi Dasar

Keberadaan data dasar yang secara formal telah tersedia
dan terkompilasi dengan baik di dacrah menjadi sangat
penting untuk dimanfaatkan secara maksimal. Dalam
penyusunan RSTRP Sulawesi Utara, data-data terscbut
anlara lain adalah: Propinsi dalam Angka; Data Pokok
Pembangunan; Neraca Kependudukan dan Lingkungan
Hidup; Neraca Sumber Daya Alam; serla Statistik dan
Laporan Tahunan berbagai instansi sektoral yang terkait.
Selain ilu, dipeelukan pula pela-peta datam skala yang
memadai (1 : 250.000) scbagai dasar untuk analisis fisik,
yang memuat informast dasar wilayah: ketinggian dan -
topografi, kelerengan, kemampuan tanah, hidrologi
{aliran sungai, danau), curah hujap/intensitas bujan,
penggunaan Jahan, dan geologi. Terlepas dari masalah
akurasi alaupun aktualitas dari data/informasi terscbut
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yang seringkali menjadi masalahy, aspek kelengkapannya
justru yang dianggap jauh lebib penting. Lebih-lebih jika
dikaitkan dengan waktu penyusunan yang relatif terbatas
sehingga pencarian data sekunder (dalam bentuk
laporan-laporan formal} menjadi piliban. Dalam hal
perbedaan atau duplikasi data/informasi yang berbeda
antar instansi sumber, aspck kompetensi angar instansi
tentu saja menjadi pertimbangan utama untuk memilih
data/informasi mana yang akan dirujuk untuk keperiuan
analisis. Hasil studi-studi terkait dengan pengembangan
wilayah ataupun penataan ruvang yang telah ada juga
dimanfaatkan secara maksimal sebagai sumber data,
apalagt dalam beberapa hal data/informasi yang disajikan
biasanya lebih aktual dan mempunyai akurasi yang cukup
tinggi.

Kebijaksanaan dan Rencana Tata
Ruang Sektoral

Seringkatli dipertanyakan, bagaimana kedudukan rencana

tata ruang yang telah ada di daerah, baik yang disusun oleh

instansi sektoral mavpun oleh daerah sendiri. Pada tingkat
propinsi, kita mengenal beherapa rencana seperli Rencana
Pengukuhan dan Penatagunaan Hutan, Tata Guna [utan
Kesepakatan (TGHK), ataupun Rencana [nduk
Pengembangan Pariwisata DT I (RIPPD), dan
Perwilayahan Komoditi (Pertanian, Perkebunan), yang
dapat dikatakan berdimensi “ruang’. Ditinjau dari cakupag
materinys, rencana-rencana ini jelas mencerminkan
kepentingan seklor di dalam mendayagunakan
ruang/lahan. Di beberapa dacrah, telah pula disusun
Rencana Tata Guna Tanah (Rencana Perscediaan,
Peruntukan, dan Penggunaan Tanah), scria diletapkan
kawasan lindung (non- budidaya) dan kawasan budidaya.
Dengan adanya rencana yang beragam ini tentu saja tidak
dapat dihindari ferjadinya tumpang tindih antar rencana,
yang dapal dikatakan merupakan salah satu indikasi
konflik antar scktor dulam pemanfaatan ruang. Sementara
itu, kebijuksanaan spasial yang dituangkan dalam Pola
Dasar Pembangunan Propinsi baru dimanifestasikan
dalam bentuk perwilayahan pembangunan @ pembagian
wilayah propinsi berdasarkan karakteristiknya serta
pusat-pusat pengembangannya.

Dalam kaitan ini, yang menjadi pertanyaan adalah :
apakah RSTRP akan menjadi rencana yang sama sckali
lain dengan rencana-rencana yang telah ada, yang justru
‘akan menambah konflik ? Apa bedanya RSTRP dengan
rencana-rencand Clata ruang’ lainnya yang telah ada?
Terlepas dari perbedaan konsep tentang lahan/tanah
dengan ‘ruang’ yang kemudian dipergunakan dalam
RSETRP, (entu saja yang diharapkan adalah hal yang ideal:
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RSTRP diharapkan dapat menjadi alat untuk
mensinkronkan antar rencana taia tuang yang telah ada
terscbut. Idealnya, kepentingan sektor dapat
dizkomodasikan dalam RSTRP secara maksimal, di
samping juga berarti banwa RSTRP tidak lagi disusun
sama sekali mulai nol. Sejauhmana harapan ini dapat
dicapai, fentu amat bergantung pada "kesepakatan’ pada
proscs pembahasan nantinya, Untuk itu, pada tahap awal
perlu dilakukan inventarisasi terhadap rencana-rencana
terscbut, dan sclanjutnya ditakukan pengkajian terhadap
isi/materinya sehingga dapat dipergunakan sebagai salah
satu masukan RSTRP. Pada tahap inilah dapal
ditemukenali berbagai kasus tumpang tindih antar rencana
tata ruang sektoral di dalam mengarahkan kegiatannya
dalam bentuk "kawasan scktoral’ masing-masing.

Demikian pula halnya dengan hasil studi-studi yang
berkaitan dengan pengembangan wilayah yang telah
disusun, periu pula dimanfaatkan secara maksimal
schagai salah satu masukan. Dalam halinimisalnya : Studi
Regional Physical FPlanning Progamme for
Transmigration (RePPProl) yang dapat memberikan
masukan untuk analisis kesesuaian lahan {terutama untuk
kepentingan pertanian), serta Studi NUDS (National
Urban Development Strategy) yang memberikan
rekomendasi tentang kebijaksanaan pengembangan kota-
kola. Sclain jtu, inventarisasi terhadap kebijaksanaan/
program pembangunan yang berskala nasional menjadi
bagian penting. Idealnya suatu Rencana Struktur Tala
Ruang Propinsi dapat mengakomodasikan kebijaksanaan
alau program pembangunan sektoral (dalam skala
nasionaly yang terkait dengan pemanfaatan ruang pada
tingkat propinsi. Dalam hal ini tentu saja yang dimaksud
adalah kebijaksanaan/program tersebul dianggap
mempunyai skala kepentingan nasional dan telah
mempunyai komitmen tinggi untuk dilaksanakan di
daerah dalam jangka menengah sehingga relevan untuk
diakomodasikan dalam penyusunan RSTRP.

Ruang Lingkup Analisis

Untuk sampai pada produk RSTRP DT I sesuai dengan
reang lingkup materinya, perlu dilakukan analisis secara
komprehensif dengan memanfaatkan data/informasi atau
masukan yang ada. Mectoda/teknik analisis yang
dipergunakan pada dasarnya sangat berganiung pada
ketersediaan atau kelengkapan data/informasi yang ada.
Dalam kaitan ini tidak ada ketentuan baku mengenai
metoda/tecknik analisis mana yang sebaiknya dipakai.
Yang perlu diperhatikan adalah sejauhmana ruang
lingkup dan substansi analisisnya sehingga dapat
ditermukenali potensi dan permasalahan wilayah. Menurut
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lingkupnya, analisis yang harus tercakup adalah analisis
dalam konteks antar wilayah, dan analisis intra wilayah
propinsi. Sedangkan secara substantif, analisis yang harus
mencakup aspek utama dalam pengembangan wilayah
propinsi, yaitu : kependudukan, perekonomian, potensi
sumber daya alam dan daya dukung lingkungan, struktur
tata ruang, serta analisis kebijaksanaan.

Dalam analisis kependudukan, ditelaah karakteristik
kependudukan yang menyangkut kuantitas, kualitas serta
kecenderungan perkembangannya. Analisis perekono-
mian wilayah diharapkan dapat menggambarkan peranan
propinsi dalam lingkup nasional atau antar wilayah,
kontribusi sektoral, serta karakteristik pereckomonian tiap
kabupaten/daerah tingkat II. Teknik analisis yang
sedethana seperti Location Quotient ataupun Mix-share/
Shift-share barangkali lebih mudah untuk dipergunakan
dibandingkan Regional Input-output, misalnya,

Analisis potensi sumberdaya alam; yang mencakup
sumberdaya lahan, hulan, mineral dan air; diarahkan
untuk dapat memberikan gambaran potensi serta tingkat
pemanfaalan tiap sumberdaya alam terscbut. Potensi
lahan, misalnya, scbagai sumberdaya utama dapat
ditemukenali potensinya berdasarkan evaluasi lahan
menurut kemampuan atau kesesuaiannya untuk
dikembangkan. Sebagai limitasi, delineasi kawasan
lindung sesuai dengan  kriteria Keppres

No. 32 Tahunp 1990 merupakan hal yang dianggap mutlak.

Dalam kaitannya dengan kebutuhan pengembangan,

berdasarkan perkembangan penduduk dan perkonomian
propinsi, sejauhmana daya dukung sumberdaya alam
tersebut dapat menopangnya.

Secarakeseluruhan, analisis yang dilakukan dimaksudkan
untuk menemukenali potensi dan masalah pengembangan
wilayah propinsi. Didasarkan pada permasalahan
pengembangan wilayah propinsi tersebut, lebih Ianjut
kemudian dirumuskan permasalahan struktur tata ruang
propinsi secara eksplisit. Dalam kontcks tata ruang ini,
yang di dalamnya aspek keterkaitan antar kegiatan
menjadi aspek yang mendasar, perhatian terhadap
permasalahan antar wilayah dan intra wilayah semestinya
dilakukan dalam bobot yang seimbang. Dengan
pendekatan ini, diyakini bahwa pengembangan wilayah
suatu propinsi sebagai sub-wilayah nasional yang
memang bersifat terbuka tidak akan pernah lepas dari
keterkaitannya dengan propinsi lainnya, bahkan dengan
negara lain jika saja terdapat peluang-peluang untuk
mengembangkannya.

Permasalahan tata ruang dalam konteks antar wilayah,
dalam hal ini di Sulawesi Utara scbagai kasus, adalah
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masalah keterisolasian wilayah karena letaknya yang
relatif jauh dari pusat-pusat pasar serta belum
memadainya prasarana-sarana transportasi antar-wilayah;
di samping masalah wilayah perbatasan alau wilayah
terpencil yang tekait dengan aspek pertahanan-
keamanan. Dalam konteks intra wilayah permasalahan
yang terjadi misalnya, seperti terjadi di Sulawesi Utara,
adalah kesenjangan perkembangn antar kabupaten, pola
primasi pada sistem kota-kota yang ada, masih lemahnya
keterkaitan fungsional dap spasial antar kota, serta
tumpang-tindih pemanfaatan ruang kawasan lindung dan
kawasan budidaya, Masalah tata ruang yang terakhir
inilah yang seringkali muncul ke permukaan sebagai
konflik pemanfaatan ruang antar sektor (misalnya pada
kasus hutan lindung/suaka alam dengan pertambangan).
Pada beberapa kasus, seperti yang terjadi di Sulawesi
Utara, yang terjadi tidak saja sekedar problema tetapi juga
ditlema : kepentingan fungsi lindung di satu sisi dengan
kepentingan pertumbuhan ekenomi yang didambakan di
sisi yang lain. Dihadapkan pada masalah seperti ini,
terlepas dari apakan ekspektasi ini berlebihan, memang
kemudian RSTRP diharapkan menjadi obat mujarab’
untuk menyele- saikannya.

Perumusan Konsepsi
Struktur Tata Ruang Propinsi

Untuk merumuskan konsepsi struktur tata ruang,
pertama-tama yang perlu dieksplisitkan adalah tujuan
pengembangan tata ruang, baik secara makro maupun
mikro. Tujuan pengembangan tala ruang ini selain
didasarkan pada hasil perumusan temuan potensi dan
masalah (atau analisis) yang telah dilakukan, juga periu
mengacu pada tujuan pembangunan daerah seperti yang
telah dituangkan dalam Pola Dasar Pembangunan Dacrah
Propinsi yang dicoba dirumuskan kembali dalam konteks
spasial. Ini seringkali tidak mudah dilakukan. Pilihan
tujuan apakah pertumbuhan atau pemerataan, tampaknya
semakin tidak relevan lagi untuk diperdebatkan dan
dipilih salah satunya. Permasalahan yang menjadi latar
belakang keduanya dapat muncul secara bersamaan. Bagi
propinsi di wilayah Indonesia Bagian Timur seperti
Sulawesj Utara, aspek pertumbuhan menjadi amat penting
dalam kaitannya dengan upaya untuk mengejar
ketertinggalannya dengan propinsi-propinsi lain.
Sementara ilu aspek pemeralaan mau Lidak mau harus puia
mulai disentub manakala masalah ketimpangan
perkembangan antar daerah tingkat II dalam propinsi
demikian menonjol ke permukaan. .

Berdasarkan tujuan di atas, konsepsi struktur lata ruang
propinsi dapat dirumuskan. I} dalam koasepsi ini
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komponen-komponen tataruang wilayah, yang terdiri darj
pusat permukiman/kota-kota, kawasan budidaya atau
hinterland serta jaringan prasarana, digambarkan pola
keterkaitannya satu sama lain, terutama dalam bentuk
keterkaitan fisik/spasial dan  keterkaitan
ekonomi/fungsional. Memang tidakiah mudah vntuk
memberi gambaran struklur tata ruang propinsi untuk
masa yang akan datang (15 tahun) meskipun secara
konsepsional. Pemabaman terhadap karakteristik witayah
secara utuh, baik karakteristik {isik, demografis maupun
ckonomi serta kecenderungan perkembangannya,
barangkali menjadi titik-tolak. Hasilnya adalah suatu
antisipasi ke depan, yang schenarmya dibatasi sumpai
kurun 15 tahun, bagaimana struktur tata ruang propinsi
yang ingin diwujudkan. Untuk mewujudkan konsepsi ini
perle adanya strategh pengembangan tata ruang sebagai
langkaty operasionatisasi dari konsepsi tersebut. Sccara
umum strategi yang dibutuhkan perlu menyentuh semua
komponen tata ruang wilayah {propinsi), berupa "ruang
kegiatan® scsvai dengan [ungsinya (Jindung atau
budidaya); ‘nodal-nodal’ sebagai pemusatan penduduk
dan kegiatannya; seria jaringan prasarana yang menjadi
linkages” antar nodal dan antara nodal dengan wilayush
belakangnya. Pada tuhap perumusaa strategi ini, tentu saja
perlu dijags konsistensinya permasalahun, tujuan
pengembangan tata ruang, serta konsepsinya.

Perumusan Rencana
Struktur Tata Ruang Propinsi

Mengacu pada potensi, permasalahan dan konsepsi
struktur tata ruang scbagai dasar pertimbangan,
selanjutnya dirumuskan struktur tata ruang Propinsi
Daerah Tingkat Tuntuk kurun waktu 15 tahun mendatang,
yang terdiri dari :

1. Pemantapan kawasan lindung

2. Arahan pengembangan kawasan budidaya

3. Polapengembangansistem pusat-pusat permukim- an,
(Hirarki, Tungst, dan Kebijaksanaan pengem- bangan
kota-kola)

4. Pola pengembangan sistem prasarana wilayah
(transportasi, telckomunikasi, energi, dan pengairan)

5. Arahan pengembangan wilayah-wilayah yang
diprioritaskan (Kawasan yang tumbuh cepat, Kawasan
kritis, Kawasan khusus)

6. Kebijakan penunjang penataan ruang

Pemantapan kawasan lindung dan arahan pengembangan
kawasan budidaya pada dasarnya mcrupakan rencana
pemanfaman ruang yang akan membagi habis wilayah
propinst berdasarkan fungsi utamanya, Dalam hal ini
sckurang-kurang diuraikan mengenai: klasifikasi
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kawasan, delincasi kawasan (dalam peta skala 1:250.000),
perkiraan luas dan sebaran lokasinya, serta kebijaksanaan
pemanfaatan ruvangnya. Aspek kebijaksanaan
pemanfaaatan ruang justru menjadi lebih penting dari
penggarisan kedua kawasan itu sendiri dalam peta karena
tidak semua sub-kawasan (sesuai dengan klasifikasi yang
dipergunakan) dapat digambarkan dalam peta.

Klasifikasi kawasan lindung, berdasarkan krileria
Keppres No. 32 lahun 1990, menjadi sangat penting untuk
menghindari kemungkinan terjadinya penaflsiran yang
berbeda antar sektor yang memanfaatkan ruang. Scbagai
lustrasi, datam klasifikasi yang dikembangkan kawasan
lindung pengertiannya tidak hanya hutan lindung (scperti
yang dikenal dalam konsepsi TGHEK), tetapt mengandung
pengertian yang jauh lebih umum dan Iebih didasarkan
pada [ungsinya. Karenanya, DM dalamnya termasuk pula
sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sckitar
danau (kawasan perlindungan sclempat), kawasan suaka
alam dan cagar budaya, serta kawasan rawan bencana.

Meskipun klasifikasi yang dikembangkan tampaknya
bersifat baku, lentu saja di setiap propinsi tidak harus ada
semua kawasan/sub-kawasan secara lengkap, bergantung
pada kondisi wilayahnya. Pada penerapannya, memang
tidak semua kawasan/sub-kawasan lindung dapat
didetineasikan dan tergambarkan pada peta dengan skala
£:250.000. Namun demikian, yang lebih penting justru
adalah kcbijaksanaan pemanfaatan ruangnya : kegiatan

- apa yang bolch atau tidak boleh berlokasi, bagaimana

pengendalian kegiatan lain yang telah berlangsung lama,
scria bagaimana pengelolaan liap sub-kawasan secara
spesifik.

Arahan pengembangan kawasan budidaya pada dasarnya
merupakan upaya oplimasi pemanfaatan sumberdaya
alam dalam konteks ruang. Secara umum kawasan
budidaya terdin dari kawasan hutan produksi, kawasan
pertanian, kawasan pertambangan, kawasan
perindustrian, kawasan pariwisata, dan kawasan
permukiman. Jika lahan dianggap scbagai sumbcrdaya
alam yang utama, maka kesesuaian lahan (land suitability)
schagai hasil dari proscs evaluasi sumberdaya lahan,
menjadi dasar bagi pendelineasian kawasan budidaya,
Secara teknis proses evaluasi sumberdaya lahan bertolak
dari anggapan bahwa (sisten) lahan dengan karakieristik
yang dimilikinya pada sualu tapak tertentu akan
mempengaruhi keberhasilan suatu penggunaan
(budidaya)tertentu diatasnya. Berkaitan dengan delineasi
kawasan pertanian, hasil studi Regional Physical
Planning Programme for Transmigration (RePPProT)
merupakan masukan penting bagi arahan pengembangan
kawasan budidaya pertanian. Kawasan hutan produksi
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secara (cknis dengan mudah dapat didelineasikan
berdasarkan kriteria fisiknya (seperti yang teriuang dalam
SK Menteri Pertanian No. 683/Kpts/ Um/8/1981).
Dihadapkan pada kenyataan bahwa suatu satuan lahan
temyata mempunyaj kesesuaian lahan untuk beberapa
kegiatan budidaya, maka perlu adanya suatu priocitasi
dengan mempertimbangkan dimensi waktu 15 tahun serta
mengacu pada prioritas pembangunan daerah.

Selain kawasan yang bersifat produktif, kawasan
budidaya mencakup pula kawasan permukiman. Dalam
RSTRP Sulawesi Utara, kawasan permukiman dibedakan
menurut karakteristiknya : perkofaan dan perdesaan.
Sesuai dengan tingkat ketelitiannya (peta skala 1 :
250.000) permukiman perkotaan didelineasi sesuai
dengan batas wilayah administrasi (untuk kotamadya dan
kotatify, wilayah pengembangan kota sesuai dengan
RIK/RUTRK atau batas witayah kota yang ditetapkan
berdasarkan Permendagri No. 7 Tahun 1986.

Dalam arahan pengembangan kawasan budidaya di
Sulawcesi Utara, terdapal puja kawasan pariwisata yang
dalam pendelineasiannya lernyala tumpang tindih dengan
kawasan lindung (dalam hal ini kawasan suaka alam).
Apakah hal ini menjadi masaiah, tentu saja bergantung
pada jenis {objck) wisatanya. Di Sulawesi Ulara lcrnyata
objck wisata yang dikembangkan merupakan wisata alam
{pantai dan hutan) yang ditinjau dari fungsi ulamanya
adalah (dalam kontcks mcnjaga kescimbangan
-hidro-orologis dan perlindungan terhadap keragaman
{lora-fauna). Secara konsepsual kegiatan budidaya
(pariwisata) memang dapat berdampingan serasi dengan
kawasan lindung sejavh tidak mengganggu fungsi
findungnya itu sendiri.

Materi yang ketiga dalam RSTRP adalah pola
pengembangan sistern pusat-pusat permukiman atau
sistem kota-kota. Dalam struktur tata ruang propinsi,
kota-kota dipandang baik sebagai pusat pertumbuhan bagi
wilayah belakangnya maupun sebagai pusat permukiman
dengan konsentrasi penduduk perkotaan. Karena itulah
hirarki kota, menurut ukuran dan skala pelayanannya,
menjadi bagian terpenting dalam sistem kota-kota sciain
fungsinya datam lingkup yang lcbih luas. Dalam
pengembangan wilayah prbpinsi, fungsi ulama kota
biasanya diarahkan sebagai pusat pclayanan wilayah
belakang (hinterland service), pusat komunikasi antar-
wilayah (interregional comunication), pusal kcgiatan
industri (good processing/manufacturing), dan pusal
permukiman (residential center). Dalam pola pengem-
bangan sisiem kota-kola di Sutawesi Ulara, upaya pe-
ngembangan kota-kota kecil justru perlu mendapat perha-
tian lebih besar, sementara kota-kota menengah yang kini
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mempunyai skala pelayanan regional perlu dimantapkan
keterkditannys dengan kota-kota utama di IBT.

Sistem prasarana utama wilayah yang diarahkan pola
pengembangannya dalam RSTRP adalah sistem prasarana
{ransportasi, sistem prasarana pengairan dan sistem
prasarana energi. Secara khusus pengembangan sistem
prasdarana transportasi, dalam hal ini Sulawesi Utara
sehagai kasus, ditujukan untuk mendukung peningkatan
pertumbuban wilayah secara serasi dengan wilayah-
wilayah lainnja, serta untuk mendukung pemerataan
pembangunan dengan memperlancar koleksi dan
distribusi arus barang dan jasa scrta meningkatkan
mobilitas penduduk dan meningkatkan akscs ke
wilayah-wilayah potensial yang relatif masih terisolasi.
Agar tujuan pengembangan sistem prasarana transportasi
tersebut di atas dapat mencapai hasil yang optimal, maka
diperlukan suatu pola pengembangan sistem prasarana
transportasi yang terpadu dalam satu kesatuan antara
sub-sistem transportasi daral, laut dan udara yang
lerintegrasi dalam struktur tata ruang propinsi.

Wilayah prioritas merupakan wilayah yang dianggap
pertu diprioritaskan pengembangan atau penanganannya
scrta memerkukan dukungan penataan ruang scgera dalam
kurun waktu rencana. Didasarkan pada karakteristiknya
untuk dikembangkan, wilayah prioritas ini dalam berupa
kawasan sirategis atau kawasan tumbuh pesat (terutama
berkaitan dengan kepentingan ckonomis, kawasam kritis
(terkait depgan kepentingan penanganan masalah
lingkungan) dan kawasan khusus (di Sulawesi Utara
misalnya adalah kawasan perbatasan). Dalam memberi
arahan terhadap wilayah-wilayah prioritas ini, dimensi
temporal menjadi lebibh menonjol, yang akan terkait
dengan indikasi program jangka menengahnya sebagai
implementasinya. Dalam menentukan wilayah prioritas
ini memang ada kecenderungan, sebagai *aspirasi” daerah,
untuk menyatakan wilayah prioritas sebanyak mungkin
(misalnya karcpa tiap kabupaten mempunyal wilayah
prioritas masing-masing). Padahal dengan begitu tentu
saja pengertian prii)riias menjadi kurang berarti.
Semestinya, pengertian priorotas ini tidak didudukkan
pada konteks lokal tetapt secara regional (propinsi)
bahkan nasional.

Pelaksanaan rencana struktur 1ata rueang propinsi pada
dasarnya perlu didukung olch berbagai kebijaksanaan
penunjang untuk perwujudannya. Kebijaksanaan
penunjang ini baik bersifat keruangan (spasial} yang
secara langsung melalui arahanya mcnunjang upaya
perwujudan struktur tata ruang propinsi; maupun bukan
keruangan (non-spasial) yang sccara tidak langsung akan
menunjang perwujudan struktur tala ruang propinsi.
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Kebijaksanaan penunjang yang bersifat spasial yang
paling penting adalah kebijaksanaan pematagunaan
tanah. Hal ini karena disadart bahwa tanah, lahan atau
ruang daratan beserta sumberdaya alam yang terkandung
di dalamnya merupakan unsur ruang yang utama,
sehingga pemanfaatannya periu diarahkan dalam konieks
tata ruang dengan senantiasa memperhalikan azas lestari,
optimal serta seimbang. Secara umum pokok-pokok
kebijaksanaan penatagunaan tanah yang divraikan ini
diharapkan akan menjadi masukan bagi penyusunan
Rencana Tata Guna Tanah (RTGT) pada tingkat propinsi
yang terdiri dari rencana penyediaan, peruntukan dan
penggunaan tanah schingga tercermin keterkaitan RSTRP
dan RTGT. Kebijaksanaan lain yang bersifat spasial
adalah penatzgunaan air, serta penatagunaan sumberdaya
alam lainnya. Sementara itu, kebijaksanaan penunjang
yang bersifat Non-Spasial untuk mewujudkan struktur
tata ruang propinsi dalam kurun 15 tahun ke depan
mencakup kebijak- sanaan kependudukan,
pengembangan perckonomian/ investasi, seria
kelembagaan.

Pengelolaan Tata Ruang Propinsi

Dalam RSTRP DT I selain amhan rencana struklur tata
ruang, rekomendasi mengenai mekanisme pengelolaan
untuk melaksanakannya menjadi bagian yang tak
terpisahkan. 11al ini erat kaitannya dengan fungsi RSTRP
scbagai acuan bagi pemerintah daerah dalam
mengarahkan lokasi kegiatan yang memanfaatkan ruang,
terutama pengarahan pemanfasatan ruang dajam skala
besar seperti kuasa pertambangan, konsesi hak
pengusahaan hutan. Pengelolaan tata ruang propinsi
sesuaidengan RSTRP akan meliputi kegiatan pemantauan
pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang,
serta peninjauan kembali RSTRP DT I secara periodik.

Indikasi Program Jangka Menengah

Dalam hal ini yang dimaksud adalah indikasi program,
sebagai araban untuk penyusunan program lima tahunan
dan (ahunan pada tingkat propinsi; baik yang program
sektoral mapun program di wilayah yang diprioritaskan
pengembangannya. Tentu saja tidak semua program
pembangunan seperti yang tertuang dalam Pola Dasar
Pembangunan atau Repelitada akan terliput. Hanya sektor
yang memanfaatkan atau mempunyai implikasi ruang
sccara langsung yang dapat diindikasikan programnya.
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Untuk kepentingan tindak lanjutnya, penggunaan
nomen-kiatur bagi program semestinya sesuaij
nomen-klatur baku seperti dalam repelitada.

Mekanisme Penyusunan RSTRP:
Tahap dan Keterlibatan Antarinstansi

Ditinjau dari prosesnya, penyusunan RSTRP seperti yang
telah dilaksanakan di Sulawesi Utara, secara umum akan
meliputi empat tahap yaitu: persiapan, penyusunan
konsep, pembahasan dan penyempurnaan konsep, serta
penctapan dan pengesahan. Di dalam proses
penyusunannya, terdapat banyak pihak/instansi yang
terlibat baik tim pelaksana (konsultan), tim ketja, maupun
tim pengarah.. Karena itu adanya kejelasan sejauhmana
tiap instansi tersebut terlibat pada tiap tahapan scria
keterkaitannya satu sama lain menjadi amat penting.

Penyvsunan konscp RSTRP Sulawesi Utara pada
dasamya merupakan kegiatan penyiapan materi/substansi
RSTRF oleh tim pelaksana, vang dipersiapkan untuk
pembahasan dan penyempurnaan. Kegiatan di atas
dilaksanakan oleh tim pelaksana penyusunan RSTRY
yang bertanggungjawab kepada tim pengarah. Untuk
mendapatkan hasil yang maksimal dalam pelaksanaan
kegiatan, pembagian tugas di dalam tim pelaksana antara
tim kerja dengan tim konsultan perlu dilakukan, Dengan
adanya dukungan tenaga ahli yang memadai, tim
konsultan memang diharapkan dapat mengembangkan
pendekatan penyusunan RSTRT yang sesuai dengan
kondisi wilayah. Pendekatan yang dipersiapkan olch tim
konsultan ini akan dibahas bersama- sama dengan tim
kerja melalui kelompok-kelompok kerja yang melibatkan
semua instansi yang terkait dengan penataan ruang
propinsi.

Analisis terhadap data/informasi yang telah diperoleh
dilaksanakan oleh tim konsultan, dengan masukan-
masukan dari anggota tim kerja. Hasil analisis ini
dipersiapkan untuk dibahas dan dijadikan bahan untuk
perumusan masalah bersama-sama dengan tim kerja.
Sccara substantif, pembahasan antara tim konsultan dan
tim kerja dilakukan melalui kelompok kerja - kelompok
kerja yang telah dibentuk. Setclah mendapat konfirmasi
dari tim kerja (dalam bentuk rapat kelompok kerja), hasil
analisis ini akan disajikan dalam bentuk Laporan Interim
{berisi : Fakta dan Analisis), yang akan dibahas dalam
seminar yang selain melibatkan anggota tim kerja juga
melibatkan instansi verlikal dan instansi otonom DT I
lainnya, seluruh Pemerintah Daerah Tingkat II yang
berada dalam wilayah Daerah Tingkat I, serta dengan
wakil-wakil masyarakat seperii lembaga perguruan
tinggi, dan kalangan DPRD. Penyclenggaraan diskusi/
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semipar pembabasan materi Fakta dan Analisis ini
menjadi tanggung jawab tim kerja di daerah. Masukan-
masukan untuk penyempurnaan terhadap materi buku
Faktadan Analisis ini akan dibahas kembali oleh tim kerja
dan konsultan dalam rapat kelompok kerja. Berdasarkan
itu, konsultan yang mclakukan penyempurnaannya
terhadap materi Fakta dan Analisis sekaligus menjadi-
kannya sebagai dasar pertimbangan untuk perumusan
konsepsi struktur tata ruang propinsi.

Tahap selanjutnya adalah perumusan konsepsi struktur
tata ruang dan perumusan rencana tata ruang propinsi.
Secara substantif, tahap ini menghasilkan produk
rancangan (draft) rencana uniuk dibawa ke forum
pembahasan. Materinya dipersiapkan oleh tim konsultan
dan tim kerja di dacrah {melalui rapat kelompok kerja).

Tim penyusun RSTRP DT I sclain melakukan berbagai
pembahasan pada tingkat daerah dan juga pembahasan
dengan Tim Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasionat
terutama yang berkaitan dengan kebijaksanaan
pembangunan nasional di daerah, dan yang menyangkut
teknis di babas dengan DTKTD - DICK Departemen
Pekerjaan Umum. Pembahasan terhadap materi yang
menjadi konsep RSTRP di tingkat dacrah berlangsung
sesuai tahapan yang dilakukan atau produk yang
dihasilkan. Atas dasar hasil pembahasan terschut, konsep
RSTRP DT 1 kemudijan disempurnakan olch tim
pelaksana dalam menjadi Laporan Rencana {final).
Selanjutnya buku rcncana terscbut (beserta Lampiran
Alburn Peta) dilaporkan oleh Tim Penyusun (tim pengarah
dan tim pelaksana) kepada Gubernur dalam forum
eksposc. Berdasarkan bahan terschut, selanjuinya
dipersiapkan Rancangan Peraturan Daerah untuk dibawa
ke pembahasan dengan pihak DPRD Tk. I Propinsi.
Scbagai sualu produk rencana yang mempunyai kekuatan
hukum, RSTRP DT [ Sulawesi Utara kemudian ditetapkan
dalam bentuk Peraturan Daerah, yaitu Peraturan Dacrah
Propinsi Sulawesi Utara No. 3 Tahun 1991 segera akan
memasuki proses pengesahan kepada Mendagri.

Keseluruhan proses dan keterlibatan antar instansi dalam
penyusunan RSTRP dapat dilihat secara diagramatis
dalam Gambar 1 dan Gambar 2 pada halaman berikut,

Pasca Penyusunan RSTRP

Dari pengalaman di Sulawesi Utara, sebagai uji-coba
terhadap Pedoman penyusunan RSTRP DT 1, uraian di
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atas sctidaknya memberikan gambaran mengenai
substansi dan mekanisme penyusunan RSTRP yang pada
tahun ini dilaksanakan pada hampir semua propinsi.
Setelah RSTRP disusun dan memperoleh legalisasi, yang
menjadi tantangan adalah bagaimana produk rencana tata
ruang yang telah metalui proses panjang dengan
melibatkan banyak pihak itu kemudian dapat
dipergunakan secara cfektif sesuai dengan tujuan dan
fungsinya. Jelas bahwa RSTRP menyandang banyak
fungsi dalam kaitannya dengan pembangunan daerah
terutama sebagai matra ruang dari Pola Dasar
Pembangunan dan Repelitada serta sebagai kebijakan
pokok pemanfaatan ruang propinsi. Selama ini berbagai
permasalahan dan konflik pemanfaatan ruang yang timbul
pada tingkat propinsi menuntut penanganan segera
berdasarkan RSTRP. Sementara itu dalam mengantisipasi
perkembangan berbagai sektor ekonomi, dalam bentuk
investasi baik oleh pemerintah maupun swasta, RSTRP
dituntut untuk dapat mengarahkan lokasinya dalam ruang.
Lalu bagaimana pemantauan dan pengendalian (ata ruang
dapat dilakukan secara berkesinambungan oleh perangkat
pemerintah daerah sendiri ? Semestinyalah bahwa
peninjavan kembali (evalusi) RSTRP secara berkala
setiap lima tahun dapat dilakukan oleh Tim Tata Ruang
Daerah. Itulah barangkali wujud dari peningkatan
kemampuan pcréngkat pemerintah dacrah yang memang
implisil menjadi tujuan dari scluruh proses penyusunan
RSTRP yang telah dilakukan.
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KETERLIBATAN ANTAR INSTANSI
DALAM PENYUSUNAN RENCANA STRUKTUR TATA RUANG PROPINSI

Tahap

Instansi

Perslapan
Penyusunan
Konsep
Pembentukan | Penyusunan RSTRP
Tim Acuan Kerja

Pembahasan &
Penyempurnaan

Penetapan & Pengesshan

Pembahasan

Penyempurnaan

Penetapan | Pengesahan

Pemasyaralatan

Peninjauan
kembali

{ Evaluasi
& Revisi)

1. Gubemur

)

2. Tim Pengarah/
Tim Pengelola
Tata Ruang Daerah

@m
8

/

3. Tim Pelaksana
- Tim Teknis
- Konsultan

B ) =i

-G

@ &

4. .instansi Otonom
di Daerah Tk §

5. instansi Vertikal
ai Daerah Tk, §

6. Pemerintah Daerah
TKII Kab./Kodya

7. DPRD

E

8. Wakil Masyarakat lainnya
{ Perguruan Tingaqi dsb)

8. Pemda Tk. | yang
berbatasan

1¢. DTKTD -Dep. PU

11. Tim Koordinasi

Nasional

Pengetolaan Tata Ruang

12. instansi Terkait Pusat
(Sektoral}

@

13. Menteri Dalam Negeri

Keterangan :

Sumber : - Lampiran || Pedoman Penyusunan RSTRP

@ Keterlibatan Instansi

et Urutan Tahap
el Konsultasi

- Uji Coba Penyusunan RSTRP di Sulawesi Uara

Jurnal PWK - 67

Nomor 3/Triwulana I/Maret 1992



Ulasan Pustaka

R B R R R R S R RS ens;

PLANNING WITH THE ENVIRONMENT
INTRODUCTION TO THE THRESHOLD APPROACH

J. Kozlowski; Greg Hiil; Johanna Raosier
Departement of Geographical Seciences, Regional and Town Planning Programme
University of Queensland Press. St.Lucia 1988

uku ini ditulis olch Jerzy Kozlowski bersama
Greg Hill dan Johanna Rosicr. Kozlowski adalah

=4 scorang lokoh yang mengembangkan Analisis
thershold setelah Boleslaw Malisz yang bersama dengan
Hughes melalui Planning Rescach Unit dari Departement
of Urban Design and Regional Planning, Edinburgh
University pcmah mencrapkan analisis untuk
perencanaan pengembangan wilayah Central Scotland
pada akhir dasawarsa 60-an. .

Pada tahun 1986, Kozlowski, juga melalui University of
Quensland Press pernah menerbitkan buku berjudul
Threshold Approach in Urban, Regional and
fnviromental Planning-Theory and Practice. Dalam
bukubervkutnya, yaitu "Planning With The Environment:
Introduction to the Threshold Approach®, ia
menekankan bahwa salah satu usaha yang pa"h'n g esensial
_di datam perencanaan, tingkat nasional, regional maupun
“lokal adalah mcncizspkan kemungkinan pengembangan
yang pada prioritas teratas harus mengacu kepada usaha
pemanfaatan yang paling efisien dari sumberdaya
manusia dan sumberdaya alam yang tersedia,

Jadi, bertolak dari pikiran pokok ini suatu analisis dan
evaluasi tentang sumberdaya dalam hubungannya dengan
pengembangan suatu wilayah saat ini dan yang
diharapkan merupakan suaiu hal yang pokok di dalam
metodologi perencanaan.
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Buku ini menekankan pemanfaatan pendekatan Ambang
(Threshold) scbagai dasar analisis sumberdaya alam.dan
manusia untuk kepentingan pen’gembangah suatu
wilayah.

Kozlowski bertolak dari suatu kenyataan, bahwa secara
rasional penilaian terhadap sumberdaya mengararah pada
penilaian ckonomis semata. Sementara itu, teori
perencanaan akhir-akhir ini menunjukkan pergeseran
dari pengembangan ekonomi kearah pengembangan
ckonomi dan sosial, scdangkan perhatian terhadap
komponen lingkungan didalam proses pembangunan
relatif masih sangat kecil.

Dalam hiubungan inilah ia menckankan secara tajam,
bahwa perencanaan yang berlandaskan pertimbangan
lingkungan -akan merupakan suatu alat yang dapat
membantu memecahkan konflik-konflik perencanaan
dengan cara menycdiakan suatu dasar didalam
pengelolaan sumberdaya.

Ada tiga usaha pokok yang dituangkan didalam buku ini
untuk perencanaan wilayah berwawasan lingkungan,
yaitu :

1. Mempertimbangkan trasnformasi dan pengembangan
lingkungan untuk memenuhi persyaratan aktivitas
manusia; -
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